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A. Latar Belakang Masalah
Pada hakekatnya semua jenis hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian

wewenang kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu

yang merupa
diantara hak ah.! Jadi, hak atas

tanah adalah jhg : a diberikan kepada

Adanya i Aldm pasal 2 ayat (1)
isar ketentuan tersebut, negs d engitukan hak-hak atas
3

tanah yang dagat dimi iki Ji andan} dan badan hukum

yang meme dinyatakan dalam

4 ak-hak atas tanah
KEDIAJAAN

sebagaimana di )'”“'*-I,.. lag : A‘W plapat mempunyai hak

atas tanah diatur dalam dalam pag OUPA. Sedangkan yang bukan warga
negara Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat
dibatasi, hanya hak pakai atau hak sewa saja. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal

42 dan pasal 45 UUPA. Untuk badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

' Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria,

Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 24.



berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua hak atas tanah kecuali Hak Milik
yang terbatas pada badan-badan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 30 ayat (1) huruf b dan pasal 36 ayat (1) huruf b
UUPA.

Dan selanjutnya yang akan penulis uraikan ialah jenis hak penguasaan atas tanah

yang berupa Hak Guna Bangunan. Ha pa-Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan

mempunyai diri, sebagaimana

dinyatakan dz dari beberapa jenis
antara lain :

1. Hak G an pemberian oleh

BPN ng diberikan oeh
pemeri lapat diperpanjang
atau p batnya dua tahun
sebelu

2. Hak G : tusan pemeberian
hak olek e ""‘"'"—/ gari pemegang hak
pengelol

3. Hak Guna-Bandik afl palngar~pemeberian hak oleh

pemegang hak milik dengan perja ang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah
(PPAT).
Obyek hak adalah tanah untuk mendirikan bangunan. Subyek hak adalah perorangan

warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Hak Guna Bangunan ini akan

terhapus apabila :



a.  Jangka waktunya telah berakhir;

b.  Dihentikan sebelum waktunya berakhir karena sesuatu persyaraan tidak terpenuhi;
c.  Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

d.  Dicabut untuk kepentingan umum;

e. Ditelantarkan;

f. Tanahnya musnah;

5 fanah untuk badan
hukum yaitu egara yang hanya
terbuka kem ecara tegas disebut
ut dalam pasal 30

tuk badan hukum

Indonesia. tuk memiliki Hak
Milik atas tdnEhgskas ' - Usaha Mili gara Yang dapat
memiliki Ha aturan Pemerintah

Nomor 38 Tak DRdar \ Listrik Negara yang

ingin memper® eroleh tanah dengan

1. alah pengadaan tanah

ehgadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk

status Hak Gund
untuk kepentingan umum. Yaitu
mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau
menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah

atau dengan pencabutan hak atas tanah. Hal ini dinyatakan dalam pasal 10 huruf f Bab 1V

’S. Chandra, Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Dikantor Pertanahan, PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 9.



Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum menyatakan kepentingan umum
ialah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah
dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut John Selihindo,

kepentingan umum adalah terma gpentingan bangsa dan negara serta kepentingan

bersama rak psikologis, dan

hankamnas 3 dahkan ketahanan
nasional sert daan tanah untuk
kepentingan Pengadaan Tanah
Bagi Kepent entang Pengadaan
Tanah Bagi Nomor 65 Tahun
2006 tentang g.balam hal ini PT.
Perusahaan | dan diatur dalam
Undang-unda epentingan umum
yaitu dinyatgk pagai kepentingan
umum seringka . i alay permee aksanaanya, hal ini
disebabkan olefr~kese : al rRame ang dalam peraturan
perundang-undangan yang berlau, ngan des sein berupa kenyataan yang terjadi
dilapangan.* Dalam perkembangannya bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara
memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut, tidak dengan cara lain

selain ganti kerugian, hal ini dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 36

*John Salindheo, Masalah Tanah Dalam Pembangunan,Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal. 40.
* Maria S.W. Soemardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosisal Dan Budaya, Jakarta, Kompas,
2008, hal 100.



tahun 2005.. Hal inilah yang menjadi dasar pengadaan tanah bagi PT. Perusahaan Listrik
Negara dilakukan dengan cara pelepasan hak dengan ganti kerugian yang dilakukan
melalui Notaris. Pelepasan hak tidak dapat dilakukan di pengadilan negeri apalagi di
pengadilan luar negeri. Pelepasan Hak Milik dapat dilkukan dengan akta yang menyatakan
bahwa hak bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya, secara notarill atau

bawah tangan.Pelepasan Hak yang.dima iala) Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-undang

Nomor 2 Ta i ghtt mum menyatakan
Pelepasan Ha alah ke ; ¥ pi 1alfMlang berhak kepada
negara melal atlrin Presiden Nomor
36 Tahun 2048}}s gai pelepasamiiak ah|k€giatan melepaskan
hubungan hu ikuasainya dengan
memberikan

Sebagal pen 1 j fenisikan terhadap
Pembebasan . Jiantara pemegang
hak atau yangiane ' ebebasan hak atas
tanah dilihat € ke ‘) untuk area tanah
yang luas, seda Iki tanah, dimana ia
melepaskan ha ™ Arie S. Hutagalung
berpendapat bahwa pelepasan a anah dilaksanakan apabila subyek yang
memerlukan tanah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang

diperlukan sehingga tidak dapat diperoleh dengan jual beli dan pemegang hak atas tanah

>Mudakir Iskandar Syah, Dasar-dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jala Permata Aksara,
Jakarta, 2007, hal. 10.



bersedia melepaskan hak atas tanahnya.’Selanjutnya dilaksanakan melalui musyawarah
yang selanjutnya disertai pemberian imbalan yang layak. Proses pelepasan hak dibuktikan
dengan Akta Pelepasan Hak atau Surat Pernyataan Pelepasan Hak. Akta yang menyatakan
bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya, secara Notariil atau

bawah tangan, yaitu:

1.  Akta Notaris yang meayatakana angysag bersangkutan melepaskan hak

dengan judul m A\ NA BA K PEMBANGUNAN
TOWER TRANSMTS ; SA N LISTRIK NEGARA

BERDASARKAN PELEPASAN HAK MILIK MELALUI NOTARIS Dl

KABUPATEN INDRAGIRI HULU".

®Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, LPHI, Jakarta, 2005, hal 152.



